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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 202/PMK.03/2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN

Menimbang

PENYELESAIAN KEBERATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan
penyelesaian keberatan telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata
Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum
terhadap pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian
keberatan, termasuk mengenai  jangka = waktu
penyelesaian keberatan yang tidak sepenuhnya berada
dalam kewenangan Direktur Jenderal Pajak, perlu
mengubah tata cara pengajuan dan penyelesaian
keberatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 26A
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang


http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc
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Mengingat

Menetapkan

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata

Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
DAN PENYELESAIAN KEBERATAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya

kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau

e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.



